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ABSTRAK 

Histori Artikel: 
 

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu instrumen 

strategis pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan dan pemerataan 

ekonomi desa melalui pembentukan hingga 80.000 koperasi desa. Kesuksesan 

inisiatif ini sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa dalam memfasilitasi 

tata kelola yang transparan dan akuntabel. Namun, tantangan seperti rendahnya 

literasi digital, kelemahan pengawasan internal, dan potensi penyimpangan 

mendesak untuk ditangani. Selain itu, mekanisme digital seperti implementasi 

QRIS sebagai sarana transaksi non-tunai juga telah diperkenalkan guna 

meningkatkan transparansi keuangan koperas. Komisi Informasi (KI) Jawa 

Timur menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik melalui 

pembentukan Pejabat Pengelola Informasi (PPID), agar laporan keuangan, 

AD/ART, program kerja, dan prosedur pengaduan koperasi dapat diakses oleh 

masyarakat desa dan anggota koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi dan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam aspek manajerial, 

digital, dan mekanisme keterbukaan informasi terhadap tata kelola koperasi. 

Metode yang digunakan mencakup survei kebutuhan pelatihan, penyusunan 

modul e-learning berbasis digital, serta pelaksanaan lokakarya tata kelola 

koperasi yang bertumpu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil yang 

diharapkan mencakup: 1) peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap 

prinsip keterbukaan dan pengawasan koperasi, 2) adopsi transaksi keuangan 

digital seperti QRIS secara efektif, 3) peningkatan akses dan transparansi 

informasi melalui sistem PPID, dan 4) terbentuknya mekanisme pengawasan 

partisipatif anggota koperasi dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, 

penguatan kapasitas aparatur desa diharapkan mampu memperkokoh KDMP 

sebagai lembaga keuangan lokal yang terpercaya, inklusif, dan berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 

Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha 

bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala 

upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam 

memperkuat ekonomi kerakyatan. (Indonesia) 

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang 

berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. 

Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo 

menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan 

pangan. 

Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 

80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching 

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif 

ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

koperasi. (merahPutih) 

Untuk memaksimalkan pengawasan pada Koperasi Merah Putih atau koperasi lainnya agar tidak 

terjadi korupsi atau penggelapan, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Pengawasan yang 

efektif sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan koperasi. 

KDMP diharapkan menjadi pilar perekonomian lokal melalui berbagai unit usaha seperti simpan 

pinjam, penyediaan sembako, klinik desa, hingga penguatan UMKM dan distribusi hasil pertanian. Selain 

dari Kementerian Koperasi dan Kemensos, dukungan program ini juga datang dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang menekankan pentingnya 

penguatan kapasitas SDM dan tata kelola kelembagaan. Di sisi lain, Komisi Informasi Jawa Timur 

menggarisbawahi pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pembentukan PPID (Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk menjangkau masyarakat dan mencegah penyimpangan. 

Meski memiliki semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan, program ini tidak terlepas dari 

tantangan signifikan. Di banyak desa, kapasitas administratif dan manajerial para aparatur masih lemah, 

termasuk kurangnya literasi kewirausahaan dan digitalisasi kelembagaan yang dapat menghambat 

efektivitas pengelolaan koperasi. Rendahnya kesiapan struktur desa terhadap implementasi koperasi yang 

profesional dan berkelanjutan memperbesar risiko kegagalan dalam mencapai tujuan pemberdayaan 

ekonomi yang inklusif. 

Tanpa adanya penguatan kapasitas aparatur desa sebagai garda terdepan pengelolaan KDMP, 

koperasi berpotensi menjadi proyek simbolik semata. Sebaliknya, dengan pendekatan pelatihan manajerial, 

sistem pengelolaan informasi yang transparan, serta digitalisasi yang terintegrasi, koperasi ini bisa menjadi 

lembaga ekonomi lokal yang kuat, akuntabel, dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan desa 

 

 

METODE PELAKSANAAN 

Penelitian tidak lain adalah seni dan ilmu untuk menemukan jawaban atas suatu masalah. Karena 

penelitian adalah seni dan ilmu pengetahuan, kami juga akan menyediakan ruang untuk mengakomodasi 
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perbedaan dalam konseptualisasi penelitian. Penelitian juga didefinisikan sebagai metode pengamatan yang 

tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas masalah atau melakukan proses penemuan, seperti 

penemuan atau invensi. Penemuan adalah suatu ciptaan yang sudah ada. Sebaliknya, penemuan adalah hasil 

karya yang baru yang didukung oleh hasil nyata. Untuk melakukan penelitian, invention (Sukardi, 2003). 

Discovery merupakan penemuan yang sudah ada sebetulnya. Sedangkan invention sebagai penemuan hasil 

penelitian yang benar – benar baru dengan dukungan fakta. Untuk melakukan penelitian dibutuhkan suatu 

metodologi penelitian 

Metodologi penelitian ialah ilmu tentang cara peneliti untuk menghasilkan karya tulisannya yang 

mana salah satu ruang lingkupnya adalah metode penelitian (Fathoni,2005). Sedangkan metode adalah 

langkah langkah sistematis dalam menghasilkan karya (Husaini 1995) Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dengan aturan atau berbagai hal yang terikat serta 

berkaitan dengan penelitian (Soekanto, Mamuja, 1985) 

          

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pelatihan dan Penyuluhan Manajerial serta Legalitas 

• Pelaksanaan penyuluhan oleh Dinas Koperasi di Kelurahan Kerjo memberikan pemahaman 

mendalam terkait proses perizinan dan penyusunan akta koperasi bagi pengurus 

• Di Desa Puro, pelatihan intensif dan mentoring teknis membuahkan hasil konkret: 

o Penyusunan draft Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. 

o Pemilihan pengurus dilakukan secara demokratis. 

o Penyusunan roadmap usaha jangka menengah yang jelas  

2. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola 

• Pemerintah menerapkan mekanisme pelaporan triwulanan ke dinas terkait serta audit rutin, 

menjamin transparansi operasional dan keuangan  

• Pakar menegaskan pentingnya keterbukaan data keuangan koperasi melalui dashboard monitoring 

untuk mencegah penyalahgunaan dana  

• Evaluasi kasus seperti di Tuban menggarisbawahi perlunya pembinaan lebih lanjut dan sistem 

pengawasan yang efektif sejak awal. 

3. Penguatan Kapasitas melalui Sertifikasi dan Infrastruktur Pendukung 

• Penyusunan kurikulum dan modul sertifikasi kompetensi bagi pengurus koperasi siap dilaksanakan 

oleh LSP KKI, untuk mendorong pengelolaan koperasi yang profesional hingga akses ke 

permodalan formal. 

• Rapat koordinasi lintas sektor di Kabupaten Pemalang memperkuat sinergi antar-pemangku 

kepentingan, serta mengidentifikasi peran pemuda dan alokasi sumber daya untuk mendukung 

penguatan kapasitas. 

 

Pembahasan 

• Efektivitas Pelatihan dan Legalitas 
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Capaian dari Desa Sena dan Kecamatan Semaka membuktikan bahwa intervensi seperti 

pelatihan, mentoring teknis, dan pendampingan legal mampu memperkuat landasan kelembagaan 

koperasi. Proses penyusunan AD/ART dan roadmap usaha menunjukkan peningkatan kapasitas 

nyata dalam aspek kelembagaan dan tata kelola. 

• Peran Transparansi dalam Mencegah Risiko Korupsi 

Dengan prosedur pelaporan berkala dan audit yang diberlakukan, koperasi menjadi lebih 

terbuka dan akuntabel. Namun, teorinya harus diikuti dengan sistem pengawasan yang konsisten 

dan pemanfaatan teknologi seperti dashboard monitoring agar transparansi dapat lebih efektif 

dilaksanakan. 

• Sertifikasi Kompetensi sebagai Standar Profesionalisme 

Modul sertifikasi yang dirancang oleh LSP-KKI dan UI Advisory memainkan peranan 

penting dalam menciptakan pengurus yang memenuhi standar profesional dan integritas tinggi. 

Sertifikasi ini juga dapat menjadi syarat administrasi untuk akses permodalan, seperti pinjaman 

koperasi melalui Bank Himbara. 

• Kolaborasi dan Partisipasi Multi-Pihak 

Rakor lintas sektor seperti di Pemalang menunjukkan bahwa keberlanjutan penguatan 

kapasitas memerlukan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, swasta, dan generasi 

muda. Pelibatan aktif pemuda dan komitmen institusional menjadi fondasi penting untuk inovasi 

dan kesinambungan koperasi. 

 

Tabel 1. Solusi dan pengabdian 

Masalah Solusi Luaran 

Belum adanya Sdm yang benar 

benar paham akan sistem 

perkoperasian 

Pendampingan penyusunan standar 

operasional prosedur penyelenggaraan 

pembelajaran berbasis blended learning 

SOP perkoperasian 

Apa saja yang akan digerakan 

dalam Koperasi. 

Melihat potensi daerah terlebih dahulu apakah 

ada hal yang bisa dikembangkan untuk di 

kembangkan lebih baik 

Potensi daerah yang 

dapat di explore  

 

 
Gambar 1. Tim Koperasi Merah Putih Desa Puro,  
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KESIMPULAN 

Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Koperasi Merah Putih di Desa Puro 

merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel. 

Melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan pemahaman mengenai manajemen koperasi dan prinsip-

prinsip good governance, aparatur desa mampu menjalankan fungsi pengawasan, perencanaan, serta 

pelaporan dengan lebih efektif. Transparansi dalam penyampaian informasi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan koperasi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong 

partisipasi aktif anggota dalam mendukung keberlanjutan koperasi. Dengan demikian, penguatan kapasitas 

aparatur desa menjadi fondasi penting bagi terciptanya koperasi yang sehat, berdaya saing, dan 

berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Puro. 
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